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KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO
TENTANG
KETENTUAN UMUM PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

A. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN

Dasar Hukum/Pertimbangan:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten
Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa
Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan Nama Kulon Progo

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6856);









penggunaan dana retribusi dilaporkan secara jelas dan digunakan sesuai
dengan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga masyarakat dapat memantau
dan memastikan dana tersebut digunakan secara tepat.

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD): Sasaran lainnya adalah
memaksimalkan pendapatan daerah melalui retribusi yang resmi, sehingga
pemerintah daerah memiliki sumber dana yang cukup untuk membiayai
berbagai program pembangunan dan layanan publik. Ini diharapkan akan
memperkuat kemandirian keuangan daerah.

Penguatan Kemandirian Keuangan Daerah: Dengan adanya retribusi yang
efektif, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mandiri dalam pembiayaan
berbagai kegiatan dan programnya, sehingga tidak terlalu bergantung pada
bantuan dari pemerintah pusat.

Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat: Sasaran lain adalah meningkatkan
kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pembayaran retribusi. Melalui
sosialisasi yang baik dan penerapan peraturan yang jelas, diharapkan
masyarakat akan lebih patuh, yang pada akhirnya mendukung
keberlangsungan pengelolaan keuangan dan pelayanan publik yang lebih
baik.

C. POKOK PIKIRAN, LINGKUP/OBJEK YANG AKAN DIATUR
Ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini yaitu Layanan

Retribusi Daerah yang meliputi:
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Retribusi Jasa Umum;

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

d. Retribusi Pelayanan Pasar

e. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
Retribusi Jasa Usaha;

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Tempat Pelelangan

Retribusi Terminal

Retribusi Tempat Khusus Parkir
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Retribusi Rumah Potong Hewan




f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; dan
3. Retribusi Perizinan Tertentu

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

b. Retribusi Pengunaan Tenaga Kerja Asing

c. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

d. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
D. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Dengan adanya Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum Retribusi Daerah
sebagai Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka akan
menjadi dasar hukum yang menjadi acuan bagi pelaksanaan Retribusi Daerah
Kabupaten Kulon Progo.
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